ABSTRAK

MOCHAMMAD ALIFFIER AR-RAZAK: Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Dalam
Mengatasi Sertifikat Hak Milik Ganda Di Kota Bandung Tahun 2020-2021
Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri No 21 Tahun 2020 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang telah
diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan
dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan. Kewenangan BPN di atur
didalam Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan. Menurut pihak dari BPN Kota Bandung itu sendiri, jika dibandingkan
dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan sebagainya, Kota Bandung
merupakan kota yang paling banyak terdapat kasus sengketa. Untuk kasus sertifikat
ganda dari tahun 2020-2021, terdapat 167 kasus yang sudah masuk atau terdaftar di
BPN Kota Bandung.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi
peran dan tanggung jawab BPN Kota Bandung dalam mengatasi kasus sertifikat
hak milik ganda, mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala bagi BPN Kota
Bandung dalam menangani kasus sertifikat hak milik ganda, dan mengetahui apa-
apa saja solusi yang sudah BPN Kota Bandung berikan untuk mengatasi kasus
sertifikat hak milik ganda.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan wewenang. Teori
kepastian hukum yang menjelaskan mengenai bahwa perlunya kepastian hukum
dalam kedudukan sertifikat kasus overlapping. Wewenang yang menjelaskan
bahwa kewenangan yang diperoleh BPN untuk menyelesaikan kasus sertifikat
ganda.

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif analisis dengan pendekatan
yuridis empiris. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri atas data
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan,
lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat menemukan beberapa kesimpulan. Pertama
Karena peran BPN Kota Bandung hanya bersifat pasif terhadap kasus overlapping,
mengenai data yuridisnya dan fisiknya itu menjadi tanggung jawab pemohon
sendiri karena pemohon yang menunjukan batas-batasnya dan bertanggung jawab
penuh akan tanah yang dimilikinya. Kedua, kendala BPN Kota Bandung meliputi
kurangnya kepekaan masyarakat dalam menjaga tanah dan tanda batas tanah
miliknya, terjadinya pemekaran wilayah di suatu daerah, putusan yang tidak
final/tidak kunjung selesai dan asas tidak boleh menolak suatu putusan (ius curia
novit), kurangnya basis data yang dimiliki oleh BPN, tidak terdapat data mengenai
tanah yang sudah terdaftar dan sifat BPN yang pasif terhadap kasus sengketa. Yang
terakhir, upaya yang BPN Kota Bandung lakukan hanya meliputi sosialisasi kepada
masyarakat.
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